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Abstract 

This study aims to identify and analyse the role of Community Social Workers (PSM) in social 
services in Cirebon City, West Java. Using a qualitative approach and case study method, this 
study explores how PSM carry out initiatives in addressing social issues, developing social welfare 
activities, providing social services, and coordinating and assisting government programmes. 
Data was obtained through in-depth interviews with two active PSM and the Head of the local 
Social Service, as well as observation and documentation. The results of the study indicate that 
PSM play a strategic role as initiators of social programmes, facilitators of community 
empowerment, and partners of the government in the implementation of social welfare 
programmes. The main challenges faced include limited resources and policy synchronisation. 
However, the participatory and collaborative approach applied by PSM has proven effective in 
creating positive impacts on community welfare. This study recommends strengthening the 
capacity and structural support for PSM to improve the effectiveness of social services at the 
local level. 
Keywords: Community Social Workers, Social Services, Welfare, Cirebon City, Social Work 
Intervention 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM) dalam pelayanan sosial di Kota Cirebon, Jawa Barat. Dengan pendekatan 
kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana PSM menjalankan 
inisiatif dalam penanganan masalah sosial, mengembangkan kegiatan kesejahteraan sosial, 
memberikan layanan sosial, serta melakukan koordinasi dan pendampingan program 
pemerintah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua PSM aktif dan Kepala 
Dinas Sosial setempat, serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
PSM memiliki peran yang strategis sebagai inisiator program sosial, fasilitator pemberdayaan 
masyarakat, dan mitra pemerintah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial. 
Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya dan sinkronisasi 
kebijakan. Namun demikian, pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang diterapkan oleh 
PSM terbukti efektif dalam menciptakan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas dan dukungan struktural bagi PSM 
untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sosial di tingkat lokal. 
Kata kunci: Pekerja Sosial Masyarakat, Pelayanan Sosial, Kesejahteraan, Kota Cirebon, 
Intervensi Pekerjaan Sosial 
 
PENDAHULUAN 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan aktor kunci dalam struktur pelayanan 

sosial di tingkat lokal, yang berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sumber-

sumber kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kota Cirebon, keberadaan PSM menjadi elemen 

penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam menjawab 

berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Peran strategis PSM ini 

semakin relevan mengingat kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi oleh kota 

dengan keberagaman budaya dan dinamika sosial yang tinggi seperti Cirebon. 

Menurut Reiss (1986), PSM bukan hanya sebagai pelaksana program, melainkan juga 

sebagai penghubung antara individu/kelompok rentan dengan sistem layanan sosial yang 

tersedia. Pandangan ini menggambarkan betapa pentingnya peran aktif PSM dalam 

menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan layanan. Di 

lapangan, PSM dituntut untuk mampu memahami kondisi sosial-ekonomi warganya, 
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menginisiasi program intervensi berbasis kebutuhan lokal, serta mengorganisasi dan 

mengadvokasi masyarakat untuk mengakses hak-hak sosialnya. 

Mary Richmond (1917) bahkan sejak awal telah menegaskan bahwa pekerja sosial 

memiliki kewajiban profesional untuk mengidentifikasi permasalahan sosial dan memberikan 

intervensi yang relevan. Dalam hal ini, PSM di Kota Cirebon memiliki tugas untuk tidak hanya 

mengidentifikasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, kekerasan domestik, atau 

keterbatasan akses layanan dasar, tetapi juga secara proaktif mengembangkan solusi 

komunitas. Hal tersebut selaras dengan konsep pemberdayaan dan partisipasi sosial yang 

menjadi fondasi pendekatan pekerjaan sosial kontemporer. 

Di Kota Cirebon, peran PSM meliputi pengambilan inisiatif dalam penanganan masalah 

sosial, pengembangan kegiatan kesejahteraan sosial, penyediaan layanan sosial dasar, serta 

pendampingan terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial dari pemerintah. Mereka 

juga berperan penting dalam proses koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dengan berbagai 

pemangku kepentingan seperti pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, lembaga swadaya 

masyarakat, hingga kelompok komunitas lokal. Peran multifungsi ini menjadikan PSM sebagai 

aktor sentral yang bekerja dalam spektrum pelayanan mikro hingga makro.  

Terdapat celah pemahaman yang cukup lebar dalam kajian mengenai bagaimana peran 

ini dijalankan secara konkret di lapangan. Banyak studi lebih menekankan pada peran pekerja 

sosial profesional, sementara kontribusi PSM sebagai relawan terlatih yang berasal dari 

masyarakat sendiri masih kurang mendapat perhatian akademik secara sistematis. Oleh 

karena itu, penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan tersebut dengan melakukan studi 

empiris atas praktik dan kontribusi PSM di Kota Cirebon, khususnya dalam kerangka 

pelaksanaan pelayanan sosial yang inklusif dan adaptif. 

Jane Addams (1910) dalam karyanya juga menegaskan pentingnya kehadiran pekerja 

sosial dalam dinamika komunitas, bukan sekadar sebagai penyedia layanan, melainkan juga 

sebagai fasilitator transformasi sosial. Prinsip ini relevan untuk melihat peran PSM yang 

berada di garis depan, terutama dalam mendampingi warga miskin, lansia, penyandang 

disabilitas, anak-anak rentan, hingga keluarga yang terdampak bencana sosial. Dalam 

praktiknya, PSM tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendorong 

perubahan perilaku, menyemai solidaritas sosial, dan memperkuat kohesi sosial di tingkat akar 

rumput. 

Sebagai bagian dari sistem pelayanan sosial nasional, PSM dibentuk secara legal dan 

diakui melalui kebijakan pemerintah, dengan pembinaan oleh Kementerian Sosial melalui 

Dinas Sosial di tingkat daerah. Di Kota Cirebon, keberadaan dan kontribusi PSM telah 

terkoordinasi dengan baik dalam berbagai intervensi sosial, baik melalui kegiatan mandiri 

maupun program-program yang bersifat kolaboratif. Namun, tantangan utama yang mereka 

hadapi adalah keterbatasan sumber daya, belum optimalnya sinergi lintas sektor, serta 

fluktuasi kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada penguatan kelembagaan PSM itu 

sendiri. 

Penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara 

mendalam peran PSM dalam pelayanan sosial di Kota Cirebon. Fokus utama meliputi: (1) peran 

inisiatif PSM dalam mengidentifikasi dan menangani masalah sosial; (2) peran PSM dalam 

menggerakkan dan mengembangkan kegiatan kesejahteraan sosial; (3) peran PSM dalam 

memberikan layanan sosial langsung kepada kelompok rentan; (4) peran PSM dalam 

mendampingi program kesejahteraan sosial pemerintah di tingkat kelurahan; (5) bentuk 

koordinasi dan komunikasi PSM dengan para pemangku kepentingan; dan (6) posisi PSM 

sebagai mitra strategis pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

kesejahteraan sosial. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini 

memanfaatkan data primer dari wawancara mendalam dan observasi terhadap dua PSM aktif 

serta Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen kebijakan, 

laporan kegiatan, serta literatur akademik untuk mendukung triangulasi data. Diharapkan, 
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hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis bagi penguatan peran 

PSM di tingkat lokal, serta menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pelayanan sosial yang 

lebih partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk 

mengeksplorasi secara mendalam peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam pelayanan 

sosial di Kota Cirebon. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas 

fenomena sosial dan pengalaman subjektif para pelaku lapangan, khususnya dalam konteks 

sosial-budaya yang khas di lingkungan perkotaan. 

Pemilihan Kota Cirebon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan 

karakteristik wilayah yang plural, serta eksistensi PSM yang aktif dalam pelaksanaan berbagai 

program kesejahteraan sosial. Subjek penelitian meliputi dua orang PSM aktif dari Kelurahan 

Argasunya dan Harjamukti, serta satu informan kunci dari Dinas Sosial Kota Cirebon. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah 

dokumentasi. 

Data dianalisis secara tematik melalui proses kategorisasi dan pengelompokan 

berdasarkan dimensi peran PSM yang diidentifikasi dari literatur dan data lapangan. Untuk 

meningkatkan validitas, digunakan teknik triangulasi data, pengecekan anggota (member 

checking), serta audit trail guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penelitian. 

Metode ini memungkinkan peneliti menggambarkan peran PSM secara kontekstual, kaya 

narasi, dan relevan dengan realitas sosial yang ada. 

 
HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kota Cirebon 

memainkan peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Dari hasil 

wawancara mendalam dan observasi partisipatif, ditemukan enam aspek utama yang 

merepresentasikan kontribusi konkret PSM terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu: 

inisiatif penanganan masalah sosial, peran sebagai penggerak kegiatan kesejahteraan sosial, 

pemberian layanan sosial, pendampingan program pemerintah, fungsi koordinasi dan 

komunikasi, serta peran sebagai mitra pemerintah. 

Aspek Inisiatif Penanganan Masalah Sosial oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kota 

Cirebon 

Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam inisiatif penanganan masalah sosial di 

Kota Cirebon menempati posisi yang strategis dalam mendeteksi dini serta merespons cepat 

berbagai permasalahan sosial di tingkat komunitas. Inisiatif ini merupakan manifestasi dari 

komitmen PSM terhadap pendekatan berbasis kebutuhan riil masyarakat serta partisipasi 

aktif warga dalam proses pembangunan sosial. Dengan pendekatan partisipatif dan 

kolaboratif, PSM tidak hanya bertindak sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai 

fasilitator perubahan sosial yang mampu menginisiasi gerakan lokal berbasis solidaritas dan 

kebutuhan komunitas. 

Langkah pertama dalam inisiatif penanganan masalah sosial yang dilakukan PSM 

adalah identifikasi masalah. PSM memanfaatkan pendekatan berbasis komunitas dengan 

mengadakan survei lapangan dan diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion 

(FGD). Proses ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan, 

lansia, pemuda, serta penyandang disabilitas. Kegiatan ini bertujuan menggali permasalahan 

yang dirasakan masyarakat secara langsung, sehingga solusi yang dikembangkan bersifat 

kontekstual dan aplikatif. 

“Proses identifikasi masalah sosial dimulai dengan survei lapangan. Kami biasanya 

mengadakan survei berkala untuk mengumpulkan data tentang berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Selain 

survei, kami juga melakukan diskusi kelompok terfokus dengan berbagai kelompok 
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masyarakat.” 

(Ade Koswara, PSM Argasunya) 

Hasil dari survei dan FGD menunjukkan bahwa permasalahan yang dominan di Kota 

Cirebon antara lain adalah kemiskinan struktural, pengangguran, rendahnya tingkat 

pendidikan, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, serta meningkatnya kasus kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT). Dalam beberapa wilayah, juga teridentifikasi permasalahan 

seperti keterbatasan air bersih, sanitasi buruk, dan kesenjangan sosial antar kelompok. 

PSM menunjukkan inisiatif tinggi dalam merancang dan mengimplementasikan 

program-program sosial yang menjawab kebutuhan tersebut. Beberapa program unggulan 

yang dijalankan oleh PSM di antaranya adalah bantuan pangan, layanan kesehatan keliling, 

dan pendidikan nonformal berbasis komunitas. 

1. Program Bantuan Pangan 

Program ini diarahkan kepada keluarga miskin yang mengalami keterbatasan akses 

terhadap pangan bergizi. Melalui kerja sama dengan NGO dan pemerintah kelurahan, PSM 

mengkoordinasikan pendataan penerima manfaat, distribusi paket sembako, serta 

pelatihan gizi keluarga. 

“Jika kami menemukan bahwa banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan pangan, kami akan menginisiasi program bantuan pangan.” 

(Ade Koswara) 

2. Pendidikan Nonformal dan Literasi Komunitas 

PSM juga mengembangkan pusat belajar masyarakat yang menyasar anak putus sekolah 

dan perempuan dewasa yang belum mendapatkan pendidikan dasar. Kegiatan mencakup 

kelas literasi, keaksaraan fungsional, dan pelatihan keterampilan praktis. 

“Program ini mencakup kursus keterampilan, kelas literasi, dan pendidikan keaksaraan 

fungsional. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mereka 

yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal.” 

(Ade Koswara) 

3. Klinik Kesehatan Keliling dan Sosialisasi Gaya Hidup Sehat 

Di bidang kesehatan, PSM menggagas program layanan kesehatan keliling, pemeriksaan 

tekanan darah dan gula darah gratis, serta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, 

HIV/AIDS, dan stunting. Mereka menggandeng puskesmas dan tenaga medis sukarela 

untuk menjangkau wilayah-wilayah padat dan rawan penyakit. 

“Kami mengadakan klinik kesehatan keliling, pemeriksaan kesehatan gratis, dan 

kampanye kesadaran tentang berbagai isu kesehatan seperti pencegahan penyakit 

menular, pentingnya imunisasi, dan kesehatan reproduksi.” 

(Ade Koswara) 

Ciri khas dari inisiatif yang dilakukan PSM adalah penerapan pendekatan partisipatif. 

Dalam setiap proses perumusan program, PSM melibatkan masyarakat secara aktif, bukan 

hanya sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai mitra sejajar dalam proses 

pembangunan sosial. 

“Partisipasi mereka juga sangat tinggi, karena kami selalu melibatkan mereka dalam 

setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.” 

(Ade Koswara) 

Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) pada warga, sehingga 

memunculkan solidaritas sosial yang kuat dan memperbesar peluang keberlanjutan program. 

Masyarakat terlibat tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai fasilitator lokal, kader 

kesehatan, tutor literasi, bahkan sebagai pelatih sebaya. 

Salah satu kekuatan PSM adalah kemampuannya menjalin kemitraan lintas sektor. 

Dalam merespons masalah yang bersifat kompleks, PSM di Cirebon melakukan kolaborasi 

dengan: 

Pemerintah kelurahan dan Dinas Sosial Kota Cirebon, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

Organisasi Keagamaan dan Karang Taruna, Puskesmas, sekolah, dan universitas. 
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“Kami selalu berusaha membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti 

pemerintah, NGO, dan sektor swasta. Kami sering mengadakan pertemuan dan diskusi 

untuk mencari cara-cara terbaik dalam memobilisasi sumber daya yang diperlukan.” 

(Ade Koswara) 

Untuk menjalankan program pelatihan menjahit bagi ibu rumah tangga, PSM 

menggandeng balai latihan kerja swasta dan koperasi wanita. Sedangkan untuk pengadaan 

pemeriksaan kesehatan gratis, mereka bekerja sama dengan dinas kesehatan dan puskesmas 

terdekat. 

PSM menyadari bahwa inisiatif penanganan masalah sosial tidak terlepas dari berbagai 

tantangan. Keterbatasan sumber daya finansial, kurangnya dukungan kebijakan yang 

konsisten, serta rendahnya kapasitas kelembagaan menjadi kendala yang umum dihadapi. 

Namun demikian, PSM tidak menyerah. 

“Tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia 

maupun finansial. Kadang-kadang, perubahan kebijakan pemerintah juga menjadi 

tantangan.” 

(Ade Koswara) 

Untuk mengatasi ini, PSM mengembangkan berbagai strategi adaptif seperti 

penggalangan dana lokal, memanfaatkan relawan komunitas, serta penggunaan media sosial 

sebagai alat sosialisasi dan edukasi murah namun efektif. 

Dampak dari inisiatif PSM dalam penanganan masalah sosial dirasakan secara langsung 

oleh masyarakat. Program bantuan pangan mampu mengurangi kerawanan pangan jangka 

pendek. Kegiatan pendidikan nonformal membuka harapan baru bagi anak-anak dan 

perempuan dewasa. Klinik kesehatan keliling memperluas akses layanan medis bagi warga 

pinggiran. Semua ini merupakan bentuk konkret dari fungsi pekerja sosial masyarakat sebagai 

penghubung antara warga dengan sumber daya sosial. 

“Respons masyarakat sangat positif. Mereka merasa terbantu dan termotivasi untuk 

berpartisipasi aktif dalam program-program tersebut.” (Ade Koswara) 

Penilaian dampak dilakukan melalui umpan balik warga, observasi perubahan perilaku, 

serta evaluasi partisipatif yang melibatkan tokoh lokal. Sebagai hasilnya, masyarakat menjadi 

lebih sadar akan potensi dan hak mereka dalam pembangunan sosial. 

Inisiatif PSM di Kota Cirebon mencerminkan transformasi peran PSM dari sekadar 

pelaksana teknis menjadi agen perubahan sosial. Mereka menunjukkan bahwa dengan 

pendekatan yang berbasis kebutuhan riil, partisipatif, dan kolaboratif, masalah sosial dapat 

ditangani secara berkelanjutan dan bermartabat. 

“Saya berharap agar program-program sosial di Kota Cirebon semakin berkembang dan 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.”(Ade Koswara) 

Harapan ini sejalan dengan semangat kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan 

berbasis komunitas. Diperlukan dukungan yang lebih sistemik dari pemerintah dan sektor 

swasta untuk memperkuat kapasitas PSM melalui pelatihan lanjutan, insentif kerja sosial, 

serta penguatan kelembagaan komunitas. 

 
Aspek PSM sebagai Penggerak dan Pengembang Kegiatan Sosial di Kota Cirebon 

Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tidak hanya terbatas pada pelaksanaan 

program sosial pemerintah, tetapi mencakup peran strategis sebagai penggerak dan 

pengembang kegiatan sosial berbasis komunitas. Di Kota Cirebon, peran ini diwujudkan 

melalui inisiatif PSM dalam mengorganisasi warga, menjalin kolaborasi lintas sektor, serta 

merancang program pemberdayaan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. 

Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis aset, PSM telah berhasil membangun kapasitas 

masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. 

PSM di Kota Cirebon memiliki peran penting dalam menggerakkan partisipasi warga 

dalam kegiatan sosial. Mereka secara aktif mengidentifikasi potensi dan kebutuhan komunitas 

melalui pendekatan yang humanistik dan kontekstual. Proses ini dilakukan dengan cara yang 
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inklusif, mengikutsertakan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal seperti 

perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak dari keluarga 

rentan. 

Nuryati, salah satu PSM dari Kelurahan Harjamukti, menjelaskan bahwa partisipasi warga 

menjadi kunci keberhasilan program-program sosial yang dijalankan. Dalam wawancaranya, 

ia menyampaikan: “Kami selalu melibatkan masyarakat sejak awal. Mulai dari identifikasi 

masalah, perencanaan kegiatan, hingga evaluasi, semuanya dilakukan bersama warga. Dengan 

begitu, mereka merasa memiliki dan lebih semangat dalam berkontribusi”. 

Pendekatan tersebut telah berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan komunitas terhadap 

program sosial yang dijalankan, serta mendorong tumbuhnya solidaritas sosial antarwarga. 

Peran sebagai penggerak kegiatan sosial tidak lepas dari kemampuan PSM dalam 

memobilisasi berbagai sumber daya lokal. Ini termasuk sumber daya manusia, dana dari 

donatur lokal, dukungan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan bahkan aset komunitas 

seperti balai RW, sarana ibadah, dan sekolah yang digunakan untuk pelatihan atau kampanye 

sosial. 

Ade Koswara, PSM dari Kelurahan Argasunya, mengungkapkan: “Kami berkoordinasi dengan 

tokoh masyarakat, RT/RW, bahkan pemilik warung atau toko kelontong lokal. Mereka sering 

membantu menyediakan tempat atau logistik untuk pelatihan keterampilan seperti menjahit 

dan membuat kerajinan tangan”. Selain itu, menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi 

modal sosial yang sangat kuat untuk menggerakkan berbagai pihak agar terlibat dalam 

kegiatan sosial. 

PSM di Kota Cirebon juga membangun jejaring yang luas dengan berbagai pemangku 

kepentingan. Kolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Cirebon, organisasi non-pemerintah (NGO), 

perguruan tinggi, dan pelaku usaha lokal menjadi bagian integral dari strategi pengembangan 

kegiatan sosial. 

Salah satu contoh keberhasilan kolaborasi adalah pelatihan keterampilan menjahit dan 

memasak yang difasilitasi oleh PSM dan didukung oleh LSM lokal serta lembaga pelatihan 

kerja. Kegiatan ini berhasil melahirkan beberapa wirausaha baru di kalangan perempuan 

kepala keluarga. “Kami membuat kelompok usaha bersama, dan produk warga kami bantu 

pasarkan melalui bazar kelurahan atau media sosial,” ungkap Nuryati. 

Kolaborasi ini tidak hanya memperluas akses terhadap pelatihan dan modal usaha, tetapi juga 

membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi produk warga, mulai dari kuliner rumahan, 

kerajinan tangan, hingga hasil kebun komunitas. 

Berbagai inisiatif pelatihan keterampilan telah menjadi kegiatan unggulan PSM di Kota 

Cirebon. Pelatihan menjahit, membuat kue, memasak, menyablon, dan kerajinan daur ulang 

merupakan program yang difavoritkan oleh masyarakat karena langsung dapat diterapkan 

dan berpotensi menjadi sumber penghasilan. Ade Koswara menyampaikan: “Kami tidak hanya 

memberikan pelatihan, tetapi juga mendampingi warga setelah pelatihan. Kami bantu mereka 

menghitung harga pokok produksi, membuat label produk, bahkan membuka akses ke koperasi 

atau pasar daring”. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana PSM tidak hanya melatih, 

tetapi juga memfasilitasi warga untuk mengembangkan usaha hingga dapat berdiri secara 

mandiri. 

Program ini sejalan dengan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga dan 

komunitas. Pelatihan-pelatihan tersebut menjadi bentuk intervensi sosial yang tidak hanya 

meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat 

akar rumput. 

PSM juga mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai wadah 

untuk kegiatan ekonomi kolektif. Pendirian KUBE sering dimulai dari kelompok penerima 

pelatihan keterampilan. Melalui pendekatan kelompok, modal sosial seperti kepercayaan dan 

solidaritas diperkuat, dan pengelolaan usaha dilakukan lebih terorganisir. 
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Nuryati menuturkan: “Kami bantu bentuk KUBE di RW 05. Anggotanya perempuan semua, 

sebagian besar ibu rumah tangga. Mereka bikin usaha katering, dan sekarang sering dapat 

pesanan dari acara kelurahan atau sekolah sekitar”. 

Keberadaan KUBE memungkinkan efisiensi biaya produksi, promosi bersama, serta 

penguatan posisi tawar di pasar lokal. Selain itu, KUBE juga menjadi sarana pembelajaran 

kolektif dalam manajemen usaha mikro dan kepemimpinan komunitas. 

Sebagai pengembang kegiatan sosial, PSM turut berperan dalam mengorganisasi 

kampanye sosial seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan inklusif, dan kesetaraan gender. 

Kampanye ini biasanya dilakukan melalui forum warga, posyandu, pengajian ibu-ibu, serta 

sekolah dasar atau madrasah. 

“Kami pernah adakan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan dan menjaga 

lingkungan bebas jentik nyamuk di mushola dekat rumah. Anak-anak dan orang tua 

semua ikut. Kami kerja sama dengan puskesmas dan mahasiswa KKN,” ujar Ade Koswara. 

Kegiatan semacam ini memperlihatkan bahwa PSM juga bertindak sebagai fasilitator 

perubahan perilaku sosial, yang sangat krusial untuk mendorong transformasi budaya menuju 

masyarakat sehat dan sadar lingkungan. 

Dalam konteks kekinian, PSM juga mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas 

jangkauan dan efektivitas programnya. Media sosial digunakan untuk mempromosikan 

produk usaha warga, menyebarkan informasi kegiatan, dan membangun komunitas virtual 

yang saling mendukung. 

Menurut Nuryati: “Kami punya grup WhatsApp untuk anggota pelatihan menjahit. Di 

sana mereka saling berbagi info bahan murah, orderan, atau tips desain baru. Kami juga 

bantu buatkan akun Instagram untuk usaha mereka”. 

Pemanfaatan teknologi ini memperlihatkan kemampuan adaptif PSM terhadap 

perkembangan zaman serta kepekaan terhadap kebutuhan literasi digital masyarakat miskin 

perkotaan. 

Meskipun peran PSM sebagai penggerak sangat signifikan, mereka tetap menghadapi 

berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan dana, perubahan 

kebijakan yang mendadak, hingga resistensi sebagian warga terhadap perubahan. 

Ade Koswara menuturkan: “Kadang masyarakat kurang percaya dulu di awal. Mereka 

trauma dengan janji-janji program yang tidak terealisasi. Kami harus sabar membangun 

kepercayaan lewat tindakan nyata dan kehadiran terus-menerus di lapangan”. 

PSM juga menghadapi keterbatasan pelatihan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan 

dari instansi terkait. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan 

struktural sangat dibutuhkan agar mereka dapat bekerja secara optimal. 

Agar kegiatan sosial yang dikembangkan bersifat berkelanjutan, PSM menerapkan 

prinsip pelibatan multipihak dan penguatan kapasitas lokal. Mereka memastikan bahwa 

setelah suatu program berjalan, pengelolaannya diserahkan pada warga dengan monitoring 

berkala dari PSM. 

“Setelah kelompok usaha kuliner berjalan tiga bulan, kami dorong mereka bentuk 

pengurus dan buat SOP sendiri. Kami tetap bantu, tapi biar mereka belajar mandiri,” 

ungkap Nuryati. 

Strategi ini memperlihatkan bahwa tujuan akhir dari kegiatan sosial yang dikembangkan 

bukan hanya kesejahteraan sesaat, tetapi perubahan sosial yang berkelanjutan melalui 

penguatan kapasitas komunitas.  Jelas bahwa PSM di Kota Cirebon memainkan peran yang 

sangat penting sebagai penggerak dan pengembang kegiatan sosial berbasis komunitas. 

Mereka tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong 

perubahan struktural melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan keterampilan, dan 

penguatan solidaritas sosial. Dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, PSM berhasil 

membuktikan bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari komunitas, oleh komunitas, dan untuk 

komunitas itu sendiri. 
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“Kami bukan orang pintar atau pejabat tinggi, tapi kami punya tekad untuk bantu 

sesama. Selama kita punya niat baik dan komitmen, pasti ada jalan,” – Ade Koswara. 

“PSM itu jembatan. Kita menghubungkan warga dengan harapan dan kesempatan. Kalau 

jembatannya kuat, semua orang bisa menyeberang menuju masa depan yang lebih baik,” 

– Nuryati. 

 

Aspek Pemberian Layanan Sosial oleh Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Cirebon 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) memegang peran vital dalam penyelenggaraan 

pelayanan sosial dasar di tingkat komunitas, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota 

Cirebon. Mereka bertindak sebagai ujung tombak dalam menjembatani berbagai bentuk 

kebutuhan sosial warga dengan layanan yang tersedia dari pemerintah maupun lembaga 

sosial lainnya. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek-aspek 

emosional dan psikososial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama 

kelompok rentan seperti anak yatim, lansia, dan keluarga miskin. 

Salah satu bentuk peran konkret PSM adalah memfasilitasi akses masyarakat terhadap 

bantuan pemerintah. Di Kota Cirebon, bantuan yang paling umum difasilitasi antara lain 

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan 

disabilitas. Proses ini tidak hanya sekadar mengumpulkan data, melainkan juga melibatkan 

aktivitas verifikasi, validasi, dan pendampingan administrasi secara langsung kepada warga. 

Menurut penuturan Ade Koswara, PSM dari Kelurahan Argasunya, proses ini 

melibatkan kerja teknis dan relasional yang kuat. "Kami membantu warga mengakses 

bantuan pemerintah dengan cara yang sangat terstruktur. Pertama, kami melakukan 

identifikasi kebutuhan warga melalui wawancara dan survei. Setelah mengetahui apa 

yang mereka butuhkan, kami membantu mereka dalam proses administrasi untuk 

mengajukan permohonan bantuan. Kami memastikan semua dokumen yang diperlukan 

lengkap dan sesuai, serta memberikan informasi tentang jenis-jenis bantuan yang 

tersedia." (Wawancara, 2023) 

Dalam banyak kasus, warga yang membutuhkan bantuan justru kesulitan karena 

keterbatasan informasi, kurangnya kemampuan literasi administrasi, hingga akses geografis. 

Di sinilah PSM memainkan fungsi edukatif sekaligus advokatif. Mereka mensosialisasikan 

informasi program secara aktif, membimbing proses pengajuan, bahkan dalam beberapa 

situasi ekstrem turut melakukan pendampingan ke kantor kelurahan atau dinas terkait. 

Seperti dijelaskan Nuryati, PSM dari Kelurahan Harjamukti, "Kami mengumpulkan 

informasi tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk tingkat pendapatan, akses 

terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kondisi perumahan. Data ini 

sangat penting untuk memastikan bantuan yang diajukan benar-benar tepat sasaran." 

(Wawancara, 2023) 

Peran pelayanan sosial oleh PSM tidak berhenti pada distribusi material. Mereka juga 

aktif memberikan konseling dan dukungan psikososial, terutama bagi warga yang mengalami 

tekanan mental akibat kemiskinan, kehilangan anggota keluarga, atau krisis sosial lainnya. 

PSM menggunakan pendekatan empatik dan relasional, di mana proses konseling tidak 

bersifat formal seperti layanan psikolog klinis, namun bersifat keseharian dan berbasis relasi 

sosial. Mereka mendengarkan keluhan warga, menjadi teman berbagi cerita, dan dalam kasus-

kasus tertentu merujuk warga ke lembaga psikologi atau puskesmas untuk mendapatkan 

penanganan profesional. 

Ade Koswara menuturkan, "Konseling yang kami berikan mencakup beberapa aspek. 

Kami melakukan konseling individu dan kelompok untuk membantu warga menghadapi 

berbagai masalah psikososial. Misalnya bagi warga yang mengalami stres atau depresi 

akibat masalah ekonomi atau sosial, kami memberikan dukungan emosional dan 

psikologis." (Wawancara, 2023) 
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Keberadaan PSM sebagai sosok yang mudah diakses, dikenal secara personal oleh 

warga, serta memiliki komitmen sosial menjadikan mereka figur penting dalam menjaga 

kesehatan mental komunitas. 

Fokus layanan sosial oleh PSM juga diarahkan pada kelompok-kelompok rentan yang 

sangat membutuhkan perhatian khusus. Pendampingan yang dilakukan bersifat terintegrasi 

dan berkelanjutan, mencakup lansia terlantar, anak-anak yatim piatu, serta keluarga dalam 

kondisi miskin ekstrem. 

Pendampingan Lansia dilakukan dengan cara kunjungan rumah (home visit), 

pendataan rutin, hingga penghubungan dengan layanan medis atau institusi perawatan. Salah 

satu kisah yang berhasil diintervensi oleh PSM adalah pendampingan kepada lansia yang 

tinggal sendirian dan terlantar. 

"Kami menemukan seorang lansia yang hidup sendirian dan mengalami kesulitan dalam 

merawat diri sendiri. Kami memberikan kunjungan rutin untuk memastikan bahwa 

kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan perawatan kesehatan terpenuhi. 

Kami juga membantu mereka mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan 

menghubungkan mereka dengan panti jompo jika diperlukan." (Ade Koswara, 

Wawancara 2023) 

Anak-anak yatim merupakan kelompok berikutnya yang menjadi sasaran layanan sosial 

PSM. Mereka diberikan konseling, bantuan pendidikan, hingga dukungan emosional. Dalam 

beberapa kasus, PSM berkolaborasi dengan panti asuhan, sekolah, dan lembaga sosial anak 

untuk memastikan hak-hak dasar anak tetap terpenuhi. Pendampingan keluarga miskin 

difokuskan pada pemberian bantuan pangan, pengurusan dokumen kependudukan, akses 

pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. PSM secara proaktif menyusun 

rencana intervensi berbasis kebutuhan yang dikaji secara holistik. 

"Kami membantu mereka mengakses berbagai bantuan sosial, termasuk bantuan pangan 

dan subsidi pendidikan. Kami juga memberikan pelatihan keterampilan untuk orang tua 

agar mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka." (Ade Koswara, 

Wawancara 2023) 

PSM bukanlah aktor tunggal dalam layanan sosial. Mereka secara aktif menjalin 

kemitraan dengan lembaga-lembaga layanan seperti Puskesmas, Dinas Sosial, LSM lokal, 

hingga lembaga pendidikan dan keagamaan. Dalam layanan kesehatan, misalnya, PSM 

seringkali berperan sebagai rujukan pertama untuk warga yang mengalami gangguan fisik 

maupun psikis, sebelum akhirnya dibawa ke Puskesmas. Bahkan dalam beberapa kasus, 

mereka memfasilitasi layanan home care melalui kerjasama dengan organisasi sosial mitra. 

"Kami mengadakan klinik kesehatan keliling, pemeriksaan kesehatan gratis, dan 

kampanye kesadaran di sekolah-sekolah serta balai desa. Kerjasama dengan puskesmas 

dan klinik setempat juga sangat penting dalam menyediakan layanan kesehatan bagi 

masyarakat." (Ade Koswara, Wawancara 2023) 

PSM juga turut serta dalam forum komunikasi masyarakat seperti musyawarah 

kelurahan (Muskel), forum RT/RW, dan forum pemberdayaan perempuan untuk menyuarakan 

kebutuhan warga sekaligus menyinergikan berbagai layanan yang ada agar tidak tumpang 

tindih dan lebih tepat sasaran. 

Keberhasilan intervensi PSM terletak pada pendekatan holistik yang digunakan. 

Mereka tidak hanya melihat warga sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai individu 

yang memiliki potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, PSM mengintegrasikan berbagai 

aspek dalam proses intervensinya, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga 

relasi sosial. 

Lebih jauh lagi, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam pelaksanaan setiap 

program. Pendekatan partisipatif yang dibangun dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

hingga evaluasi menjadi mekanisme penting untuk menciptakan rasa kepemilikan masyarakat 

terhadap program yang dijalankan. 
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"Kami selalu melibatkan mereka dalam setiap tahap program, dari perencanaan hingga 

pelaksanaan dan evaluasi. Ini membuat mereka merasa memiliki program tersebut dan 

lebih bersemangat untuk ikut serta." (Ade Koswara, Wawancara 2023) 

Meski memiliki peran yang sangat strategis, PSM juga menghadapi tantangan yang 

tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi 

finansial, tenaga kerja, maupun dukungan kebijakan. Selain itu, beberapa warga juga masih 

menunjukkan sikap apatis atau malu untuk mengakses bantuan karena stigma sosial. 

"Kadang-kadang, warga merasa malu atau enggan untuk mencari bantuan karena merasa 

tidak layak atau takut dianggap lemah. Kami berusaha untuk mengatasi tantangan ini 

dengan pendekatan yang sensitif dan empatik." (Ade Koswara, Wawancara 2023) 

Aspek pemberian layanan sosial oleh Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Cirebon 

menunjukkan bagaimana kerja sosial di tingkat akar rumput tidak hanya tentang menyalurkan 

bantuan, tetapi juga tentang membangun relasi, menciptakan sistem dukungan, dan 

memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Melalui peran yang menyeluruh dan integratif, 

PSM telah menjadi aktor penting dalam menjembatani warga dengan hak-haknya atas 

kesejahteraan. Dengan memperkuat dukungan kepada PSM — baik dalam bentuk pelatihan, 

pembiayaan, maupun regulasi yang mendukung — maka efektivitas pelayanan sosial di 

tingkat komunitas akan semakin meningkat dan menciptakan perubahan sosial yang lebih 

berkelanjutan di Kota Cirebon dan wilayah lainnya. 

 

Aspek Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Pemerintah oleh PSM di Kota Cirebon 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) memiliki posisi yang strategis dalam mendukung 

keberhasilan program-program kesejahteraan sosial pemerintah, baik yang berskala nasional 

maupun daerah. Di Kota Cirebon, peran pendampingan PSM terlihat nyata dalam berbagai lini 

pelayanan sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan unit pelaksana lainnya. Keterlibatan 

mereka tidak hanya sebatas teknis pelaksanaan di lapangan, tetapi juga mencakup aspek-

aspek strategis seperti pendataan, verifikasi, edukasi, dan pemantauan yang berkelanjutan. 

Langkah awal dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial adalah pendataan dan 

verifikasi calon penerima manfaat (PM). Di sinilah PSM memainkan peranan vital sebagai 

ujung tombak pemerintah di tingkat kelurahan. Mereka mengenal dengan baik kondisi sosial 

masyarakat di wilayahnya dan dapat mengidentifikasi keluarga yang benar-benar 

membutuhkan bantuan. 

Sebagaimana dijelaskan oleh seorang informan dari Kelurahan Pekalipan: 

"PSM ini yang paling tahu kondisi masyarakatnya, dia lebih tahu mana yang bener-bener 

butuh bantuan. Jadi kalau ada program dari Dinsos, kita minta PSM yang bantu data 

duluan, nanti baru kita cocokin sama DTKS atau data lainnya." 

Peran PSM dalam proses ini memberikan jaminan bahwa data yang dihasilkan lebih akurat dan 

sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Tidak jarang, temuan PSM di lapangan menjadi masukan 

penting untuk pembaruan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), khususnya dalam 

konteks dinamika kemiskinan yang cepat berubah. 

Selain melakukan pendataan, PSM juga bertugas menyampaikan informasi secara 

langsung kepada masyarakat mengenai program yang dijalankan. Dalam hal ini, mereka 

menjadi penyambung lidah pemerintah kepada warga, sekaligus menjelaskan syarat, 

prosedur, dan tujuan dari bantuan yang diberikan. 

“Kalau enggak ada PSM, warga sering bingung ini bantuan apa, kok harus ngumpulin ini-

itu. Nah, PSM yang bantu jelasin satu-satu.” (Wawancara dengan Lurah Karyamulya) 

Dalam program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), PSM menjelaskan secara 

rinci manfaat program, kewajiban peserta, dan prosedur pemantauan. Mereka juga 

membantu menjembatani komunikasi antara pendamping PKH dan peserta program di 

wilayahnya. Hal ini penting agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman antara 

penerima manfaat dengan pelaksana program. 
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Kegiatan pendampingan tidak berhenti pada tahap sosialisasi. PSM juga turut serta 

dalam proses distribusi dan pemantauan bantuan. Mereka hadir saat penyaluran bantuan 

seperti sembako, bantuan tunai, dan bantuan darurat lainnya. Kehadiran mereka bertujuan 

memastikan distribusi tepat sasaran, tidak terjadi tumpang tindih, serta menghindari 

penyimpangan. 

"Kami libatkan PSM saat pembagian BLT kemarin, supaya bantu pantau, siapa yang 

datang, siapa yang enggak, dan langsung dicatat. Jadi lebih tertib." (Kepala Seksi 

Jaminan Sosial, Dinsos Kota Cirebon) 

Kehadiran PSM juga menjadi faktor penting dalam mengawasi apakah bantuan yang diterima 

benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan. Dalam konteks PKH, misalnya, bantuan tunai yang 

diterima keluarga harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. PSM 

secara informal memantau hal ini dan memberikan edukasi jika terdapat penyimpangan. 

Program seperti PKH tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mewajibkan 

peserta untuk mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas (P2K) yang berfungsi sebagai 

forum edukatif. PSM kerap kali diminta membantu mendampingi pertemuan ini, baik sebagai 

fasilitator informal maupun narasumber yang memahami dinamika sosial warga. 

"Saya sering diminta dampingi ibu-ibu PKH waktu pertemuan bulanan. Saya bantu 

jelaskan soal pola asuh anak, pentingnya sekolah, juga soal kesehatan." (Testimoni PSM 

Kelurahan Harjamukti) 

Kegiatan ini secara langsung memperkuat literasi sosial masyarakat miskin dan rentan. 

PSM juga kerap menginisiasi pertemuan tambahan seperti kelompok belajar warga, pelatihan 

keterampilan sederhana, atau pertemuan orang tua yang membahas pendidikan anak. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendampingan yang mereka lakukan melampaui sekadar pelaksanaan 

program, tetapi menyentuh aspek pemberdayaan. 

Dalam pelaksanaan berbagai program sosial, terdapat kendala klasik yang selalu 

dihadapi pemerintah daerah, yaitu keterbatasan sumber daya manusia formal, terutama di 

tingkat kelurahan dan kecamatan. PSM hadir untuk mengisi kekosongan ini. Mereka menjadi 

mitra nonformal pemerintah yang memiliki fleksibilitas gerak, namun tetap bekerja dalam 

koridor kebijakan sosial. 

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Ibu Santi Rahayu: 

“Kami sangat terbantu dengan keberadaan PSM. Jumlah pegawai kami terbatas, 

terutama di lapangan. Kalau tidak ada PSM, banyak program yang mungkin tidak bisa 

jalan dengan baik.” 

Pernyataan tersebut memperkuat bukti bahwa peran PSM bukan pelengkap, tetapi justru 

menjadi bagian esensial dalam struktur pelaksanaan program sosial. 

Meski kontribusinya besar, PSM juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, status 

mereka yang bersifat sukarela membuat motivasi sangat bergantung pada rasa pengabdian, 

bukan insentif ekonomi. Hal ini kadang menyulitkan ketika tugas yang diberikan sangat berat 

atau membutuhkan waktu dan biaya pribadi. 

“Kita memang kerja sosial, tapi kadang juga butuh uang buat transport, pulsa, atau 

fotokopi. Kalau sering keluar uang pribadi, lama-lama berat juga.” (Wawancara PSM 

Kelurahan Drajat) 

  Kedua, kurangnya pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas membuat sebagian PSM 

merasa tidak percaya diri dalam menjalankan tugas yang bersifat administratif atau digital, 

seperti input data ke sistem aplikasi atau pengisian form verifikasi elektronik. etiga, beban 

kerja PSM kadang tumpang tindih dengan tugas lembaga lain seperti kader PKH, kader 

Posyandu, atau relawan lainnya. Koordinasi lintas aktor sosial ini menjadi penting agar tidak 

terjadi kebingungan dan persaingan tugas di lapangan. 

Agar peran PSM dalam mendampingi program kesejahteraan sosial lebih optimal, 

diperlukan beberapa strategi penguatan, antara lain: 
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1. Pelatihan dan Sertifikasi: Diperlukan pelatihan berkala bagi PSM dalam aspek teknis, 

seperti penggunaan teknologi data, komunikasi publik, serta pemahaman regulasi 

kesejahteraan sosial. 

2. Dukungan Logistik dan Operasional: Pemerintah daerah perlu menyiapkan dana 

operasional terbatas untuk mendukung aktivitas lapangan PSM, terutama dalam bentuk 

transportasi, ATK, dan komunikasi. 

3. Peningkatan Status dan Insentif: Meskipun tetap bersifat sukarela, penghargaan formal 

seperti piagam, apresiasi publik, atau kenaikan status menjadi motivasi tersendiri bagi 

PSM. 

4. Integrasi dalam Sistem Formal: Keterlibatan PSM dalam forum musyawarah kelurahan, tim 

koordinasi sosial, atau forum CSR bisa menjadi ruang strategis untuk menyuarakan isu-isu 

lapangan. 

Pendampingan program kesejahteraan sosial oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di 

Kota Cirebon merupakan praktik kolaborasi yang nyata antara masyarakat sipil dan 

pemerintah. Melalui peran mereka dalam pendataan, edukasi, distribusi bantuan, hingga 

pemberdayaan masyarakat, PSM membuktikan bahwa perubahan sosial tidak hanya 

bertumpu pada institusi formal, tetapi juga pada partisipasi aktif warga yang peduli terhadap 

kesejahteraan sesama. Dengan dukungan yang memadai dan penguatan kapasitas, PSM akan 

menjadi elemen tak tergantikan dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. 

 

Aspek Konsultasi, Koordinasi, dan Komunikasi PSM di Kota Cirebon 

Dalam pelaksanaan pelayanan sosial berbasis masyarakat, kemampuan Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM) dalam menjalin konsultasi, koordinasi, dan komunikasi menjadi aspek 

fundamental untuk menciptakan keterhubungan yang kuat antara masyarakat dan berbagai 

pemangku kepentingan sosial lainnya. PSM di Kota Cirebon telah menunjukkan kapasitas 

koordinatif yang tinggi dalam membangun jejaring lintas lembaga dan komunitas, baik secara 

vertikal dengan pemerintah maupun secara horizontal dengan organisasi sosial dan warga. 

Kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh PSM mencakup proses pertukaran informasi 

dan saran antara PSM dengan masyarakat, tokoh lokal, aparat kelurahan, serta instansi teknis 

seperti Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Konsultasi ini dilakukan dalam 

berbagai bentuk, mulai dari forum resmi seperti Musyawarah Kelurahan (Muskel), rapat 

RT/RW, hingga pertemuan informal seperti diskusi kelompok kecil atau kunjungan rumah 

warga. 

Dalam wawancara mendalam dengan salah satu PSM dari Kelurahan Kesambi, 

dijelaskan bahwa: 

"Biasanya sebelum ada kegiatan program bantuan, kami diskusi dulu di musyawarah 

kelurahan. Di situ kami sampaikan hasil asesmen dan masukan dari warga yang butuh 

bantuan. Kadang juga kami konsultasi informal ke Lurah atau petugas Dinsos lewat grup 

WhatsApp." 

Hal ini menunjukkan bahwa praktik konsultasi sosial oleh PSM bersifat adaptif dan 

fleksibel, sesuai dengan konteks sosial dan dinamika masyarakat lokal. Dalam forum Muskel, 

PSM memainkan peran penting sebagai penyampai suara warga miskin atau rentan yang tidak 

memiliki akses langsung ke jalur formal perencanaan. Konsultasi juga menjadi ajang klarifikasi 

terhadap berbagai isu sosial, termasuk konflik sosial atau salah sasaran bantuan. Sebagai 

contoh, seorang PSM dari Kelurahan Harjamukti mengungkapkan: 

"Kalau ada warga yang protes kenapa namanya nggak masuk DTKS (Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial), kita tampung dulu keluhannya, baru kita sampaikan ke Dinsos atau 

operator kelurahan." 

Proses ini memperlihatkan bahwa konsultasi tidak hanya sekadar menyerap aspirasi, tetapi 

juga menjadi mekanisme pelaporan, mediasi, dan penyelesaian masalah sosial di akar rumput. 

Aspek koordinasi mencerminkan kapasitas PSM dalam menghubungkan, 

menyelaraskan, dan menyinergikan upaya pelaksanaan program sosial antara berbagai aktor. 
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Di Kota Cirebon, koordinasi dilakukan secara berkala maupun insidental antara PSM dengan: 

Dinas Sosial Kota Cirebon, Lurah dan perangkat kelurahan, RT/RW dan kader PKK, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) mitra, Institusi pendidikan atau komunitas local. Setiap minggu 

terdapat jadwal koordinasi yang diadakan oleh Dinas Sosial bersama para PSM se-Kota 

Cirebon. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi program, evaluasi pelaksanaan bantuan 

sosial, serta penyampaian dinamika lapangan. 

Salah satu narasumber menyatakan: 

"Setiap Jumat kita rapat koordinasi di Dinsos. Di sana kita lapor kegiatan, bahas kendala 

di lapangan, dan dengar arahan dari ibu kepala dinas. Biasanya juga ada tim dari 

kelurahan yang ikut." 

Koordinasi mingguan tersebut menjadi forum formal yang mendukung akuntabilitas dan 

integrasi kegiatan pelayanan sosial. Namun di luar forum resmi, komunikasi dan koordinasi 

juga dilakukan secara real time melalui media sosial dan grup percakapan. 

PSM dari Kelurahan Pegambiran menjelaskan: 

"Sekarang kami punya grup WA PSM se-Kota Cirebon. Kalau ada warga butuh kursi roda 

atau rumah roboh, kita kirim info dan foto langsung ke grup, biasanya langsung ditindak 

lanjuti Dinsos atau Sentra." 

Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi juga bersifat responsif dan berbasis teknologi 

digital, memanfaatkan perangkat komunikasi untuk mempercepat alur bantuan dan respons 

kebijakan. Koordinasi juga dilakukan dalam pelaksanaan program sosial lintas sektor. 

Misalnya, dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis PENA (Pahlawan Ekonomi 

Nusantara), PSM dilibatkan dalam identifikasi calon penerima, pendampingan pelatihan, 

hingga pelaporan kemajuan usaha. 

"Waktu program PENA masuk, kita diajak rapat sama Dinsos, kelurahan, dan 

pendamping. Tugas PSM bantu pantau warga yang usahanya jalan atau macet." 

Peran ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga 

dalam implementasi dan monitoring program sosial pemerintah. 

Komunikasi yang dijalankan oleh PSM memiliki dua dimensi utama: vertikal (dari 

masyarakat ke pemerintah dan sebaliknya) serta horizontal (antar warga dan komunitas 

lokal). Dalam perannya sebagai fasilitator sosial, PSM berupaya menyampaikan informasi 

kebijakan dan program sosial kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

serta sebaliknya mengartikulasikan aspirasi atau keluhan warga ke pihak berwenang. Salah 

satu contoh keberhasilan komunikasi asertif ditunjukkan saat PSM membantu warga lansia 

dalam proses pendaftaran bantuan sosial: 

"Warga banyak yang bingung cara daftar bansos online. Jadi kita bikin selebaran 

sederhana pakai bahasa Cirebonan dan dibagiin ke warga. Lalu kita buka posko 

pendampingan di balai RW." 

Strategi ini tidak hanya meningkatkan literasi sosial masyarakat, tetapi juga 

menunjukkan kemampuan PSM dalam menjembatani kesenjangan informasi dan teknologi. 

Dalam situasi krisis, seperti bencana banjir atau kebakaran, kemampuan komunikasi cepat dan 

jelas menjadi krusial. PSM dari Kelurahan Panjunan menceritakan: 

"Waktu ada kebakaran rumah warga, saya langsung kirim info ke Dinsos dan tag Lurah. 

Dalam dua jam, bantuan logistik dari Tagana langsung turun. Itu karena komunikasi kita 

jelas dan cepat." 

Hal ini menunjukkan bahwa PSM tidak hanya komunikatif, tetapi juga memiliki jejaring 

informasi yang aktif dan responsif, yang mempercepat proses penanganan darurat. Di sisi lain, 

komunikasi horizontal yang dibangun oleh PSM juga menjadi sarana memperkuat solidaritas 

komunitas. Misalnya, dalam program gotong royong memperbaiki rumah tidak layak huni 

(RTLH), PSM memfasilitasi diskusi warga untuk penggalangan dana swadaya: 

"Kita ajak RW, warga, dan tukang lokal kumpul. Terus kita omongin siapa yang bisa 

nyumbang semen, kayu, atau tenaga. Itu semua hasil dari komunikasi yang baik, tanpa 

maksa." 
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Komunikasi yang inklusif dan partisipatif seperti ini mendorong tumbuhnya rasa 

memiliki (sense of belonging) atas program sosial, serta memperkuat kohesi sosial 

antarwarga. Aspek konsultasi, koordinasi, dan komunikasi yang dijalankan oleh PSM di Kota 

Cirebon menjadi fondasi utama dalam efektivitas pelayanan sosial berbasis masyarakat. PSM 

bukan hanya menjadi juru bicara warga miskin dan rentan, tetapi juga jembatan penghubung 

antara sistem birokrasi dan realitas lapangan. Melalui praktik konsultasi yang inklusif, 

koordinasi lintas lembaga yang strategis, serta komunikasi sosial yang efektif dan berbasis 

teknologi, PSM mampu mengatasi tantangan birokrasi dan mempercepat pemenuhan 

kebutuhan sosial masyarakat. Penguatan kapasitas ini perlu didukung dengan pelatihan 

berkelanjutan, akses teknologi komunikasi, dan penghargaan atas kontribusi nyata PSM 

sebagai garda terdepan pelayanan sosial. 

 

Aspek Peran Pekerja Sosial Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pelayanan Sosial di 

Kota Cirebon 

Sebagai mitra pemerintah, peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tidak terbatas pada 

tataran operasional teknis semata, melainkan mencakup keterlibatan strategis dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program kesejahteraan sosial. Di Kota 

Cirebon, PSM tampil sebagai mitra pemerintah yang aktif dan kritis, terutama dalam 

menyampaikan aspirasi masyarakat dan memastikan program-program sosial berjalan sesuai 

dengan kebutuhan dan konteks lokal. 

Dalam perspektif kebijakan sosial, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat 

merupakan bentuk dari pendekatan governance partisipatif. PSM berada dalam posisi unik 

sebagai perwakilan akar rumput yang dapat menjembatani logika birokrasi dengan realitas 

lapangan. Mereka menjalankan fungsi sebagai penghubung (linkage agent) antara masyarakat 

dan pemerintah, baik dalam bentuk komunikasi dua arah, maupun dalam peran advokasi 

sosial yang bertujuan mendorong perubahan berbasis bukti di tingkat komunitas. 

Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon secara eksplisit mengakui kontribusi PSM dalam 

pelaksanaan program sosial. Ia menyatakan bahwa kehadiran PSM sangat membantu dalam 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat 

kemiskinan dan kerentanan sosial yang tinggi. Menurutnya, “PSM menjadi sumber informasi 

penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif, karena mereka mengetahui secara 

persis kebutuhan warga di lapangan.” 

Hal ini ditegaskan pula oleh PSM yang diwawancarai. “Kami bertugas menyampaikan 

apa yang kami lihat dan dengar dari masyarakat langsung ke forum-forum musyawarah 

kelurahan atau kecamatan. Tidak semua yang ada di atas mengetahui kondisi sebenarnya 

di bawah. Karena itu, suara kami harus menjadi jembatan,” ungkap Ade Koswara, 

seorang PSM dari Kelurahan Argasunya. 

Salah satu bentuk konkrit dari peran sebagai mitra pemerintah adalah dalam kegiatan 

musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan. PSM 

secara aktif mengusulkan program yang berdasarkan hasil identifikasi masalah sosial di 

lingkungan mereka. Mereka tidak hanya hadir sebagai peserta pasif, tetapi sebagai 

penyumbang agenda prioritas yang diusulkan kepada pemerintah daerah. Hal ini 

menunjukkan bahwa PSM memiliki kemampuan representatif sekaligus partisipatif yang 

memadai. 

Lebih dari itu, PSM juga memiliki kapasitas dalam melakukan evaluasi terhadap 

program-program yang berjalan. Mereka mampu memberikan feedback atas ketidaktepatan 

sasaran bantuan atau ketidaksesuaian pelaksanaan program. “Kadang ada bantuan yang turun 

ke warga yang seharusnya tidak menerima, sementara yang lebih membutuhkan justru tidak 

masuk data. Di sinilah kami sebagai PSM mengintervensi. Kami laporkan ke kelurahan atau dinas 

sosial agar ada koreksi,” ujar Nuryati, PSM dari Kelurahan Harjamukti. 

Hal ini memperlihatkan bahwa PSM menjalankan fungsi pengawasan sosial informal 

yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan distribusi bantuan. Dalam konteks 
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ini, mereka tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi sekaligus sebagai pengontrol sosial 

(social watchdog) terhadap jalannya pelayanan publik. 

Dalam wawancara yang sama, Nuryati menambahkan: “Kita bukan hanya bantu 

jalankan program, tapi juga memberikan masukan. Kita tahu betul kalau ada program 

yang tidak cocok dengan kondisi di lapangan. Kita bilang ke pemerintah supaya mereka 

revisi atau sesuaikan.” Pernyataan ini menegaskan posisi strategis PSM dalam siklus 

kebijakan publik sebagai sumber pengetahuan lapangan yang otentik. 

Sebagai mitra strategis, PSM juga berperan dalam mengusulkan inovasi lokal. Banyak 

program inisiatif yang berasal dari gagasan PSM karena kedekatan mereka dengan komunitas. 

Misalnya, ketika menghadapi permasalahan anak putus sekolah akibat tekanan ekonomi 

keluarga, seorang PSM mengusulkan program beasiswa lokal yang kemudian dijalankan 

bersama pihak sekolah dan tokoh masyarakat setempat. PSM juga kerap merancang kegiatan 

padat karya, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan warga, hingga kegiatan sosial yang 

bersifat promotif dan preventif terhadap berbagai masalah sosial. 

Dari sisi kelembagaan, PSM di Kota Cirebon kerap dilibatkan dalam forum-forum 

koordinasi lintas sektor, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, kecamatan, maupun 

lembaga lainnya. Partisipasi ini menunjukkan adanya pengakuan formal atas peran mereka, 

sekaligus membuka ruang yang lebih besar untuk pengaruh mereka dalam proses 

pengambilan keputusan. Namun demikian, keterlibatan ini belum sepenuhnya optimal karena 

masih terdapat tantangan struktural seperti ketimpangan informasi, keterbatasan kapasitas 

administratif, dan minimnya dukungan finansial. 

Terkait hal tersebut, Ade Koswara mengungkapkan, “Kadang-kadang kami tidak tahu 

jadwal rapat atau kegiatan koordinasi. Undangan tidak sampai, atau informasi tidak 

disampaikan. Padahal peran kami sangat penting untuk menyampaikan situasi 

lapangan.” Kondisi ini mencerminkan pentingnya peningkatan sistem komunikasi 

antara pemerintah daerah dan relawan sosial seperti PSM, agar peran mereka sebagai 

mitra pemerintah tidak bersifat simbolik semata. 

Aspek advokasi menjadi bagian penting dari kemitraan PSM dengan pemerintah. PSM 

berani menyuarakan ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan pelanggaran hak sosial yang terjadi 

di komunitas. Mereka melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi 

anak, atau pengabaian lansia ke dinas terkait. Mereka juga mendorong pembentukan forum 

warga dan kelompok swadaya masyarakat agar partisipasi sosial dapat diperluas. Dalam 

menjalankan fungsi ini, PSM berpegang pada prinsip-prinsip etika pekerjaan sosial, seperti 

penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan. Mereka 

menjadi suara bagi kelompok rentan yang tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi untuk 

memperjuangkan hak-haknya.  

“Kami tidak takut untuk mengkritik kalau memang program tidak tepat. Tapi kami tetap 

gunakan cara-cara yang santun dan membangun. Karena tujuan kami bukan 

menjatuhkan, tapi memperbaiki,” ujar Nuryati dengan penuh keyakinan. 

Selama pandemi COVID-19 misalnya, peran PSM sebagai mitra pemerintah sangat 

menonjol. Mereka menjadi garda terdepan dalam mendata warga terdampak, 

mendistribusikan bantuan, dan menyampaikan informasi protokol kesehatan. Dalam kondisi 

krisis, kecepatan dan akurasi data menjadi kunci, dan PSM terbukti mampu menyuplai 

informasi yang relevan kepada pemerintah daerah. Bahkan, dalam beberapa kasus, data dari 

PSM dianggap lebih valid daripada data resmi karena diperoleh melalui observasi langsung 

dan relasi sosial yang kuat. 

Kemitraan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah belum adanya skema 

penghargaan dan perlindungan formal bagi PSM sebagai mitra pemerintah. Mayoritas PSM 

bekerja secara sukarela, tanpa dukungan logistik maupun insentif yang memadai. Hal ini 

berpotensi menurunkan motivasi atau membatasi ruang gerak mereka dalam jangka panjang. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa PSM mengusulkan penguatan kelembagaan, 

misalnya dengan pembentukan forum PSM tingkat kota yang terkoordinasi langsung dengan 
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Dinas Sosial. Forum ini dapat menjadi wadah advokasi kolektif, pelatihan rutin, serta fasilitasi 

komunikasi antara PSM dengan perangkat pemerintah. 

Mengakhiri wawancara, Ade Koswara menyampaikan harapannya: “Kami berharap PSM 

diberikan pelatihan rutin, termasuk tentang kebijakan sosial terbaru, teknologi 

informasi, dan teknik fasilitasi masyarakat. Kalau kami semakin diberdayakan, maka 

pelayanan sosial juga akan lebih baik.” 

Secara keseluruhan, PSM di Kota Cirebon tidak hanya menjadi pelaksana teknis dari program 

kesejahteraan sosial, tetapi juga mitra kritis dan strategis pemerintah dalam proses 

pembangunan sosial. Melalui peran-peran yang melampaui tugas formal, PSM telah 

membuktikan kapasitas advokatif, representatif, dan inovatif mereka dalam menjawab 

tantangan sosial masyarakat. Penguatan posisi mereka sebagai mitra pemerintah menjadi 

langkah penting untuk memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan efektivitas sistem 

pelayanan sosial di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, perlu ada dukungan sistematis dari 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas, legitimasi, dan keberlangsungan peran 

PSM ke depan. 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam temuan-temuan empiris 

terkait peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam pelayanan sosial di Kota Cirebon dengan 

merujuk pada teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya. Secara umum, temuan lapangan 

menunjukkan bahwa PSM memiliki kontribusi signifikan sebagai agen perubahan sosial, 

fasilitator pemberdayaan, pelaksana layanan, serta mitra pemerintah dalam sistem 

kesejahteraan sosial lokal. 

1. Aspel Peran Inisiatif: Kontekstualisasi Teori Intervensi Sosial 

Temuan tentang inisiatif PSM dalam mengidentifikasi dan merespons masalah sosial 

masyarakat mengafirmasi konsep planned social intervention yang dijelaskan dalam teori 

intervensi sosial (Zastrow, 2010). PSM tidak menunggu arahan birokratik, tetapi secara aktif 

memetakan kebutuhan masyarakat melalui survei mandiri, diskusi kelompok, dan observasi 

lapangan. Pendekatan ini menekankan pentingnya bottom-up planning, yang menempatkan 

warga sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek bantuan. 

Konteks Cirebon, sebagai kota dengan beragam masalah sosial seperti kemiskinan, 

pendidikan rendah, dan akses kesehatan yang belum merata, memerlukan pendekatan 

partisipatif yang responsif. Di sinilah peran inisiatif PSM menjadi kunci. Mereka memahami 

realitas lokal dan mampu menginisiasi program berbasis kebutuhan riil seperti pendidikan 

nonformal, bantuan pangan, dan kampanye kesehatan. Temuan ini selaras dengan 

pandangan Mary Richmond (1917), bahwa pekerja sosial harus mampu melakukan diagnosis 

sosial dan merancang intervensi secara sistematis. 

2. Aspek PSM sebagai Penggerak: Relevansi Teori Sistem Sosial 

PSM juga berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial melalui penggerakan sumber 

daya lokal. Dalam perspektif teori sistem sosial Parsons (1951), masyarakat merupakan sistem 

yang terdiri atas subsistem saling terkait. Peran PSM sebagai aktor penghubung 

antarsubsistem terlihat dari kemampuannya menjalin kerja sama dengan LSM, sektor swasta, 

dan institusi pendidikan. Inisiatif pelatihan keterampilan, pengembangan kelompok usaha 

bersama, serta kampanye sosial menunjukkan bahwa PSM menjalankan fungsi adaptation dan 

integration dalam sistem sosial. Mereka membantu masyarakat untuk beradaptasi terhadap 

tekanan sosial dan memfasilitasi integrasi antar elemen sosial agar sistem tetap stabil. 

Fungsi ini juga relevan dengan pendekatan strength-based practice yang mendorong 

penggunaan potensi lokal dan penguatan kapasitas individu serta kelompok. Ketika PSM 

membantu membangun usaha mikro atau pelatihan kejuruan, mereka sesungguhnya sedang 

memfasilitasi proses pemulihan struktur ekonomi sosial berbasis komunitas. 

3. Aspek Pelayanan Sosial Langsung: Pendekatan Ekologi Sosial 
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Peran PSM dalam memberikan layanan sosial secara langsung kepada kelompok 

rentan seperti lansia, anak yatim, dan keluarga miskin mencerminkan pendekatan ekologi 

sosial (Bronfenbrenner, 1979). PSM melihat individu sebagai bagian dari lingkungan sosialnya, 

dan intervensi dilakukan secara holistik — mencakup bantuan administratif, layanan 

psikososial, hingga penguatan jejaring sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa PSM di 

Cirebon bukan hanya bekerja pada level mikro (individu dan keluarga), tetapi juga mezzo 

(kelompok) dan bahkan makro (struktur komunitas). Ketika mereka memberikan konseling 

kepada anak yatim, membantu proses administratif bantuan sosial, serta menghubungkan 

warga dengan fasilitas kesehatan, mereka menjalankan peran multi-level yang integral. 

Hal ini menguatkan pernyataan Richmond bahwa keberhasilan pekerjaan sosial sangat 

tergantung pada keterhubungan yang efektif antara individu dengan sistem sosial tempat ia 

berada. 

4. Aspek Pendampingan Program Pemerintah: Integrasi Peran Formal dan Informal 

Dalam hal pendampingan terhadap pelaksanaan program-program kesejahteraan 

sosial pemerintah (seperti PKH, BPNT, atau DTKS), PSM berperan sebagai pelaksana informal 

yang melengkapi sistem formal. Mereka membantu dalam verifikasi data, sosialisasi 

kebijakan, serta pemantauan penerima manfaat. Peran ini menegaskan pentingnya kehadiran 

linking agent atau boundary spanner yang menjembatani dua dunia — masyarakat dan 

birokrasi. 

Dalam konteks kebijakan desentralisasi di Indonesia, peran ini sangat strategis. 

Pemerintah daerah, yang memiliki keterbatasan SDM di tingkat kelurahan, sangat terbantu 

dengan dukungan teknis dari PSM. Peran ini juga mendukung prinsip good governance yang 

menjunjung partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan program sosial. 

Pembahasan juga mencatat bahwa belum ada kerangka kelembagaan yang memadai 

untuk menjamin keberlanjutan dan perlindungan peran PSM. Mereka bekerja dalam status 

relawan, yang meskipun dilatih dan didampingi, tetap rentan dari sisi pengakuan dan 

kesejahteraan personal. 

5. Koordinasi dan Komunikasi: Fungsi Mediasi Sosial 

PSM membuktikan kapasitasnya sebagai mediator sosial dalam menjembatani 

kepentingan antara warga dengan penyelenggara layanan sosial. Mereka melakukan 

komunikasi dua arah: menyampaikan informasi program kepada warga, serta menyampaikan 

kebutuhan dan keluhan warga kepada pihak pemerintah atau mitra. 

Fungsi ini penting dalam mengatasi kesenjangan komunikasi struktural, yang sering 

kali menjadi penyebab ketidaktepatan sasaran program sosial. Temuan lapangan 

menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh kepercayaan warga 

kepada PSM. Kepercayaan ini dibangun melalui interaksi yang konsisten, kehadiran rutin di 

tengah masyarakat, dan integritas pribadi yang diakui oleh komunitas. 

Keberhasilan koordinasi dan komunikasi PSM sangat dipengaruhi oleh modal sosial 

yang mereka miliki, termasuk kepercayaan (trust), norma timbal balik, dan jaringan (Putnam, 

1993). Modal sosial ini menjadi aset penting yang mendukung pelaksanaan program sosial 

berbasis masyarakat. 

6. Mitra Strategis Pemerintah: Refleksi Peran Advokasi 

Dalam perannya sebagai mitra pemerintah, PSM menjalankan fungsi advokasi sosial 

yang seringkali tidak terdefinisi secara formal, namun sangat penting dalam praktiknya. 

Mereka menyampaikan masukan tentang efektivitas program, mendesak perubahan 

kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan lapangan, dan memperjuangkan hak-hak kelompok 

rentan. 

Hal ini sejalan dengan konsep citizen participation in policy advocacy yang dikemukakan 

oleh Hoefer (2012), di mana pekerja sosial memainkan peran penting dalam memastikan 

bahwa suara masyarakat didengar dalam proses perumusan kebijakan publik. Di Kota Cirebon, 

PSM menjadi penyambung lidah masyarakat dalam forum musrenbang, rapat kelurahan, atau 

pertemuan Dinas Sosial. 
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Peran ini belum sepenuhnya diinstitusionalisasi. Banyak PSM menyampaikan masukan 

secara informal dan belum terdokumentasi secara sistematis. Perlu ada penguatan kapasitas 

advokasi PSM melalui pelatihan, pendampingan kebijakan, serta mekanisme pelaporan yang 

lebih transparan dan akuntabel. 

Secara umum, pembahasan ini memperlihatkan bahwa peran PSM di Kota Cirebon 

tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Mereka bukan hanya sebagai pelaksana, 

tetapi juga perencana, penghubung, dan pengawas sosial. Pendekatan yang mereka gunakan 

bersifat adaptif, berbasis konteks, dan mengutamakan relasi kemanusiaan. Penerapan teori 

sistem sosial, intervensi sosial, ekologi sosial, serta penguatan modal sosial menjadi landasan 

yang menjelaskan bagaimana dan mengapa PSM mampu berperan efektif. Pembahasan juga 

menekankan adanya tantangan struktural yang perlu dijawab, seperti kurangnya dukungan 

kelembagaan, insentif yang tidak memadai, dan ketidakpastian status kerja. Keberhasilan 

PSM dalam pelayanan sosial tidak bisa dilepaskan dari dukungan kebijakan yang afirmatif, 

mekanisme koordinasi lintas sektor yang kuat, serta penguatan kapasitas PSM sebagai subjek 

pembangunan yang terorganisir secara profesional. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini menegaskan bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kota Cirebon 

memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial berbasis 

komunitas. Mereka berperan sebagai inisiator dalam penanganan masalah sosial, penggerak 

dan pengembang kegiatan kesejahteraan sosial, penyedia layanan sosial langsung, 

pendamping program-program pemerintah, fasilitator komunikasi antara masyarakat dan 

pemerintah, serta sebagai mitra strategis dalam pengambilan kebijakan sosial. 

Kekuatan utama PSM terletak pada pendekatan partisipatif, pemahaman kontekstual 

terhadap kondisi sosial warga, serta kemampuan menjalin kerja sama lintas sektor. 

Keberadaan mereka telah menjembatani berbagai keterbatasan struktural yang dihadapi 

pemerintah dalam menjangkau masyarakat rentan secara langsung dan menyeluruh. 

Saran 

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan peran PSM, disarankan: 

1. Penguatan kapasitas melalui pelatihan rutin, supervisi profesional, dan peningkatan 

kompetensi teknis serta advokasi kebijakan. 

2. Pengakuan kelembagaan terhadap PSM dalam bentuk regulasi daerah atau payung 

hukum yang menjamin perlindungan dan insentif yang layak. 

3. Pengembangan sistem pelaporan dan monitoring berbasis teknologi yang melibatkan 

PSM secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi program sosial. 

4. Peningkatan sinergi lintas sektor antara pemerintah, LSM, akademisi, dan swasta dalam 

mendukung kegiatan PSM di tingkat akar rumput. 

Dengan dukungan yang memadai, PSM berpotensi menjadi kekuatan sosial yang 

transformasional dalam upaya mewujudkan masyarakat Cirebon yang sejahtera, inklusif, dan 

berdaya. 
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